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SALINAN 
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

NOMOR : PER- 22 /MBU/ 12 /2014 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA 

NOMOR PER-02/1VIBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN 
DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
Nomor PER-02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
06/MBU/2010 tanggal 27 Oktober 2010 telah ditetapkan tata cara 
penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN; 

b. bahwa agar implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas dapat dilaksanakan secara baik dan sinkron 
dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka 
dipandang perlu untuk melakukan penambahan pasal dalam Peraturan 
Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010; 

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan 
Usaha Milik Negara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata 
Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha 

Milik Negara; 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5280); 

4. Peraturan 	/2 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan 
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan 
Perseroaan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan 
(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, 
Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4556); 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA 
BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2010 
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN 
PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK 
NEGARA. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 
tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
Nomor PER-06/MBU/2010, diubah sebagai berikut : 

Menambah satu pasal antara Pasal 28 dengan Pasal 29 menjadi Pasal 28A, sehingga Pasal 28A 
berbunyi sebagai berikut 

"Pasal 28A 

Pemindahtanganan Aktiva Tetap berupa tanah kepada lembaga negara, kementerian dan lembaga 
pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum 
Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam 
rangka kepentingan umum, penilaian ganti kerugiannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan dan ketentuan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Desember 2014 

MENTERI 
BADAN USAHA MILIK NEGARA 

ttd. 

RINI M. SOEMARNO 


